PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAR

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

(Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan
Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER. 455/PPTKPKK/II/2016,
tanggal 11 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penertiban pengurusan jasa
Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ke-
tenagakerjaan, dipandang perlu untuk menerbit-
kan izin operasional Perusahaan Jasa‘Pengurusan
Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing den-
gan Peraturan Dirjen:

b. bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja
tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa
Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik In- .

donesia Tahun 2003.Nomor 39, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 ten-
tang kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor
191

3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Ta-
hun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Ketenagakenaan Nomor 35
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun
2015 Nomor 1599)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUA-
SAN KESEMPATAN KERJA TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN
PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderai ini yang
dimaksud dengan:

1. Tenada Kerja Asing yang setanjutnya disingkat
TKA adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa
dengan maksud bekérja di wilayah Indonesia.

2 Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjut-
nya disingkat Pembert Kerja TKA adalah badan
hukum atau badarnbadan iatnnya yang mempe-
kerjakan TKA dengan membayar upah atau imba-
lan dalam bentuk lain.

38 Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Peng-
gunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disebut PJP3TKA adalah Perusahaan berbadan
hukum yang terdaftar di Kementerian Ketenagak-
erjaan sebagai pelaksana pengurusan perizinan
TKA atas nama Pemberi Kerja TKA.

*4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pem-

binaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja.
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5 Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretar-
is Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

BAB Il
TATA CAPA MEMPEROLEH PEFRIZINAN PJP3TKA
v Pasal 2

{1) Pengurusan Periztnan Penggunaan TKA dilakukan
oleh Pernberi Kerja TKA yang akan mempeker-
jakan TKA.

(2} Dalam hal Pemberi Kerja TKA ttdak dapat melaku-
kan pengurusan perizinan penggunaan TKA,
dapat menguasakan kepada PJP3TKA.

(3) PJP3TKA sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
adalah PJP3TKA yang telah mendapatkan Surat
Izin Operasional PJP3TKA yang ditetapkan oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

{1) Untuk mendapatkan Surat lzin Operasional
PJP3TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Perusahaan rnengajﬁkan permohonan kepada
Sekretarts Direktorat Jenderal Pembinaan Pen-
ernpatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempa-
tan Kerja.

(2) Permohonan Surat lzin Operasional PJP3TKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

dilengkapi persyaratan:

a. izin usaha jasa pengurusan perizinan yang
berbadan hukum Indonesia;

b. akte pendirian/peruhahan perusahaan yang

telah disahkan oleh Kementertan Hukum dan

HAM;

surat keterangan domisili perusahaan;

wajib lapor ketenagakerjaan;

NPWP perusahaan;

-0 a0

surat penunjukan pengurus teknis dari pimpi-
nan PJP3TKA untuk pengurusan perizinan
TKA sebanyak 2 (dua) orang;

g. copy KTP dan Pas Photo ukuran 4 x 6 pengu-

rus teknis PJP3TKA yang ditunjuk sebanyak 2

(dua) lembar;
h. photo tampak depan tempat usaha serta pa-
pan nama perusahaan: dan

i. Copy KTP Pimpinan Perusahaan.

(3) Pengurus teknis sebagaimana di maksud ayatl(1)
huruf f, harus pegawai tetap PJP3TKA

{4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) dinyatakan lengkap, Tim akan
melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 4
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 telah terpenuhi maka Sekretarts Di-
rektorat Jenderal rnengeluarkan surat izin operasional
PJP3TKA.

Pasal b

{1) Jangka waktu berlakunya surat izin operasional
-PJP3TKA selama 1 {satu) tahun dan dapat diper-
panjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan surat izin sebagaimana dimaksud
pada ayat \(1) dengan mempertimbangkan hasil |
evaluasi Tim yang dltunjuk oleh Sekretaris Direk-
torat Jenderal.

Pasal 6

{1) Untuk mendapatkan perpanjangan surat izin op-
erasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
PJP3TKA mengajukan permohonan kepada Sek-
retaris Direktorat Jenderal dengan melampirkan
persyaratan:
a. izin usaha jasa pengurusan perizinan yang

berbadan Hukum Indonesia;

b. akte pendirian/perubahan perusahaan yang

telah disahkan oleh Kementertan Hukum dan |

HAM.

surat keterangan domisili perusahaan;

wajib tapor ketenagakerjaan;

NPWP perusshaan;

surat penunjukanipengurus teknis dan pimpi-

0 a0

nan PJP3TKA untuk pengurusan perizinan
TKA sebanyak 2 (dua) orang: ﬂ

g. copy KTP dan Pas Photo ukuran 4 x 6 pengu-
rus teknis PJP3TKA yang dttunjuk sebanyak
2 (dua) lembar; '

h. photo tampak depan tempat usaha serta pa-
pan nama perusghaan:

i. copy KTP Pimpinan Perusahaan:
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i. copy surat izin operasional PJP3TKA yang
masih berlaku; dan

k. laporan tentang jumiah perusahaan yang di-
layani dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan.

. Pasal 7

{1} pelayanan penerbitan surat izin operasional
PJP3TKA dilakukan sesuai alur proses perizinan
PJP3TKA sebagaimana tercantum dalam lampi-
ran |l.

{2) Pelayanan pengurusan surat izin operasional

PJP3TKA tidak dipungut biaya.

BAB HI
KEWENANGAN PJP3TKA
Pasal 8
{1} PJP3TKA bertugas atas nama Pemberi Ketja
TKA.
(2) Dalam melakukan tugas sébagaimana dimaksud
pada ayat (1), PJP3TKA berwenang melakukan:
a. pengurusan perizinan penggunaan TKA, kecu-
ali penilaian kelayakan/ekspose penggunaan
TKA, dan
b rnemberikan laporan tentang jumlah perusa-
haan yang dilayani selama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 9

(1) Seluruh kegtatan yang dilakukan oleh pengurus
teknis PJP3TKA menjadi tanggung jawab PJP3T-
KA.

(2} Pengurus teknis PJP3TKA dalam melakukan pen-
gurusan perizinan penggunaan TKA wajib men-
genakan tanda pengenal sebagaimana tercantum
dalam lampiran [Il.

Pasal 10
Dalam hal pergantian pengurus teknis PJP3T-
KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf f, PJP3TKA wajrb mengajukan penggantian ke-
pada Sekretaris Direktorat Jenderal.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 11
PJP3TKA memberikan laporan tentang jumlah

perusahaan yang dilayani selama 10 (sepuluh} buian
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

BAB V
EVALUASI
Pasal 12
Evaluasi terhadap pelaksanaan operasional
PJP3TKA ini dilakukan aleh Tim yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13
Sekretaris direktorat jenderal dapat menjatuh-
kan sanksi administrasi berupa pencabutan 1zin opera-
sional, dalam hal PJP3TKA melakukan:
a. tidak melaporkan pergantian pengurus teknis
PJP3TKA;
b. pengurus teknis PJP3TKA menyalahgunakan kar-
- tu dentitas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Keputusan Direktur Jendera!l ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,
ttd.
Drs. HERY SUDARMANTO. M.H.
NIP. 19580918 198603 1 002

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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